PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : @ bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34/1753/Sj tanggal 4 April 2014 perihal Klarifikasi
Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Kabupaten Karawang perlu menyesuaikan dengan materi
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 444Y5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization Of
The Employement Service);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
09/Men/V /2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor
Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia;



16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Per.14/Men/V /2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2011 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor
7 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN KARAWANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor
18) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 10

(1) PPTKIS yang telah memiliki SPR dari BP3TKI Provinsi yang berdomisili di
Daerah dapat melakukan kerjasama perekrutan dengan BKLN diketahui
oleh Dinas dan Komisi PKP4 TKI.

(2) Untuk dapat melakukan kerjasama perekrutan calon TKI dengan BKLN,
PPTKIS yang telah memiliki SPR dari BP3TKI Provinsi yang tidak
berdomisili di Daerah, wajib memiliki kantor cabang di daerah dengan
mendapatkan izin dari Dinas dan rekomendasi dari Komisi PKP4 TKI.

(3) Dihapus.

Indonesia



(4) Kantor Cabang PPTKIS berada dalam lingkungan Komisi PKP4 TKI.

(5) PPTKIS/Kantor Cabang PPTKIS yang sudah ada dan berjalan di daerah,
wajib menyesuaikan dengan perda ini, paling lambat 6 (enam) bulan
setelah perda ini diundangkan.

2. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 58

(1) Dihapus
(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat
6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 26 Agustus 2014

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA
Diundangkan di Karawang
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR: 8 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH, MH.
Pembina Tk |
NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
: (103/2014)



